GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a.bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah  Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,;
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Mengingat :

—

10.

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/1/UNDANG-UNDANG-DASAR-1945/uud_1945.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1/UNDANG-UNDANG-DASAR-1945/uud_1945.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1871/PEMBENTUKAN-DAERAH-DAERAH-TINGKAT-I-BALI--NUSA-TENGGARA-BARAT-DAN-NUSA-TENGGARA-TIMUR-/58uu064.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1814/PERIKANAN/04uu031.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2142/PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-DAERAH/09uu028.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/12841/PEMBENTUKAN-PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN/11uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/17723/PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-UNDANG-UNDANG-NOMOR-23-TAHUN-2014-TENTANG-PEMERINTAHAN-DAERAH-/15uu009.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/10054/TATA-CARA-PEMBERIAN-DAN-PEMANFAATAN-INSENTIF-PEMUNGUTAN-PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-DAERAH--/10pp69.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/15230/RETRIBUSI-PENGENDALIAN-LALU-LINTAS-DAN-RETRIBUSI-PERPANJANGAN-IZIN-MEMPEKERJAKAN-TENAGA-KERJA-ASING/12pp097.pdf
http://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/katalog/23686

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

W
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan  retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu
oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan orang
dalam trayek atau tidak dalam trayek.

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada Badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang
umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek adalah Kartu yang harus dimiliki setiap
Kendaraan Angkutan Umum yang dioperasikan dalam
wilayah daerah untuk melayani angkutan orang dalam
trayek tetap dan teratur.

Dihapus.

Dihapus.

Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha
penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Surat Izin Penangkapan lkan yang selanjutnya disebut
SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal
perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin
Usaha Perikanan.

Surat Izin Kapal Pengangkut lkan yang selanjutnya
disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap
kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan diperairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah
dan/atau mengawetkan.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kapal perikanan adalah kapal perahu atau alat apung lain
yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan
mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan
ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan
penelitian /eksplorasi perikanan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya singkat TKA adalah
warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja
di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-
badan lainnya yang mepekerjakan TKA dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada
pemberi kerja TKA.
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29.

30.

Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang
selanjutnya disebut perpanjangan IMTA adalah izin yang
diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
kepada pemberi kerja TKA yang mempunyai lokasi kerja
lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota di Daerah sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan
IMTA  adalah pungutan daerah atas pemberian
perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut
Retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.

(2) Obyek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa Kartu Pengawasan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek.

(3) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang

memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa
Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha
Perikanan digolongkan berdasarkan jenis Izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
meliputi:

a. SIPI; dan

b. SIKPI.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 30

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini semua
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi
Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Dengan berlakunya = Peraturan Daerah ini,
pemakaian/pemanfaatan Objek Retribusi Perizinan
Tertentu yang telah ditetapkan/diperjanjikan sebelum
Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya batas waktu
penetapan/perjanjian.

Retribusi Perizinan Tertentu yang telah dipungut oleh
Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
tetap sah sepanjang mengenai objek yang sama
menurut Peraturan Daerah ini.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (4-147/2018)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2018

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bali mempunyai hak dan
kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah
Provinsi berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber
pendapatan daerah yang potensial selain pajak daerah untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
dalam rangka memberikan pelayanan untuk meningkatkan dan
memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Perizinan
Tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.
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II PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 4

http:/ /idih.baliprov.go.id




LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI
BALI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

No Seat Tarif/Tahun
1. 1 -9 Rp. 45.000,-
2. 10 - 20 Rp. 65.000,-
3. 21-40 Rp. 75.000,-
4. 41 ke atas Rp.100.000,-

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA
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LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN

KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI

BALI

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

No. Jenis Retribusi Tarif
1. | SIPI
a. kapal penangkap ikan dengan | Rp. 75.000,-
alat tangkap Ilong line/gross
ton/tahun
b. kapal penangkap ikan dengan | Rp. 1.000.000,-
alat tangkap selain long
line/tahun
2. | SIKPI/izin/tahun Rp. 1.000.000,-

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA
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